BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 321
ayat (1) dan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 dimana Kepala Daerah
menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama-sama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3569);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 temang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negarae Republik  Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
JO88), .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10,

13.

14.

16.

Undang Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentany,
Perimbangan  Keunngan  Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintthan — Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaron
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);
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22.

23.

T \ s No b Tahun 2005 tentang
PBoiaman Daerah (Lembaran Nexama Repubhik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara
{, v, a LA \“ v 4574

Peraturan Pemenintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Dana
ennmbang embaran Negara Republik Indonesia Tahun

wYS o § AT Tassbhal n | aml - Do b 'Y hWhi
05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Qistem Informast Keuangan Daerah (Lembaran Negara

bk Indoness

2010 Nomor 138, Tambahan

NTOUUEUAN QUi

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43570)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 635 Tahun 2010 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 110, Tambahan
=gara Republik Indonesia Nomor 3133);
Tahun 2003 tentang Hibah

Negara Republik Indonesia

63 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4383);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 163A, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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24, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak  Daerah  yang dipungut Berdasarkan Penctapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2006 Nomor 11 Seri E); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Nalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud denean:
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0.

Q.

10.

11.

Pavciah adabah labwpaten Banplon Selaton

Pemenintahnn Pacrah adalah penvelengaiaan s
pemenntahan oleh Pemerintaly Paeeale dane Dewa Pepaakibag
Rakvat Dactah menint s oonosid dan togea g bt
dengan prinsp otonomt seluaa loaaiy e dadae sistem dan
ponspy Negaras Kesatvan Repobibile tindoneston aebapaimana
dimakesad datom Undany Undiwige Daane Negara Hepbiil
Indonesia Fahan 1945

Pemenmtah - Dactahadalah Papati sebagal ans
penvelenggata pemetintahinn dactah  varge  memingpin
pelak=anaan urisan pemerintahon vaggs menjadi kewenanigin
dactah otonom

Bupatt adalah Bupati Bangka Selatan

Dewan Perwakilan Rakvat Dactah vang selanjutnyin dise bl
DERD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Dacrali Kihopaten
Rangka Selatan,

Sekretanis Dactale adalah Bekretaris - Dactah Kabupiten
Bangka Selatan,

Angraran Pendapatan dan Belanja Dactah yvang selanjutnyi
disingkat — APBD  adalah  rencana keuangan  tahunon
pemerintahan dacrah yvang dibahas dan disetujul bersiama
oleh pemerintah dacrahe dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah,

Laporan  Keuangan  adalah  laporan  yang  berisi informasi
keuangan Kabupaten Bangka Selatan,

Laporan Realisasi Anggaran yang sclanjutnya disingkat LRA
adalah  laporan  yang  menyajikan  informast — realisns
pendapatan-LRA,  belanja,  transler,  surplus/defisit LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
vang masing-masing diperbandingkan  dengan anggarannya
dalam satu periode pelaporan,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah Laporan
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Angpgaran  Lebih tahun pelaporan  dibandingkan — tahun
sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi  posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan

ckuitas dana pada tanggal tertentu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Laporan Operasional adalah Laporan yang menyajikon tehitisa
sumber  daya  ckonomi  yang  memmnbab o ekuitas dag
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintab daerah antih
kegiatan penyelenggaraan  pemerintah dalam suatue periode
pelaporan.

Laporan Arus Kas yang sclanjutnya disingkat LAK adulah
laporan yang menyajikan informasi mengenai - sumber,
penggunaan, perubahan kas dan sctara kas selama safi
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ckuitas tahun  pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam Neraca, LRA, LAK, LO, LPE dan
LPSAL dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Pendapatan adalah semua pencrimaan Rekening Kas Umuimn
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali olch
pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolch
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.
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200 kewajtban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
vang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi Pemerintah Dacrah,

210 Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Dacrah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah
Dacrah.,

BAB 11
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa  laporan

keuangan memuat ketentuan sebagai berikut :

a. laporan realisasi anggaran;

b  laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;

d. laporan operasional (LO);

e. laporan arus kas (LAK);

f.  laporan perubahan ekuitas (LPE); dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan Rp 743.795.776.513,18
b. belanja Rp 791.089.295.192,00
surplus/defisit (Rp 47.293.518.678,82)
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp 50.224.209.422,42
2. pengeluaran Rp -
pembiayaan netto Rp 50.224.209.422,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  Rp 2.930.690.743,60
(SiLPA)

Pasal 4
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a sebagai berikut :
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp 101.492.220.907,82 dengan rincian sebagai berikut :
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d.

Looanparan pendapatan setelah Rp BAH 287 007 421,00

perubahan
2o reahmast Rp 743,795, 770,513,118
Rehisih lebihy (kurang) Rp 1014092220007 82

selisth anpparan dengan realisasi belanjn sejumlah

Rp 104395459 888,00 dengan rincian sebagai berikut:

1o anpgaran belanga setelah Rp  895484.7556,080,00
perubahan

2o realisasi Rp_ 791,080,205, 192,00
selisih lebih/ (kurang) Rp 104,395,459 888,00

selisih anggaran  dengan  realisasi surplus/defisit  sejumlah

(Rp 2.903.238.980, 18) dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah (Rp  50.196.757.659,00)
perubahan

2. realisasi Rp  47.203.518.078,82
Selisih lebih/ (kurang) (Rp  2.903.238.980,18)

selisih  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp 27.451.763,42) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan Rp §0.196.757.659,00

pembiayaan setelah perubahan

2. realisasi Rp  50.224.209.422,42
selisih lebih/(kurang (Rp 27.451.763,42)

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran Rp 0,00
pembiayaan setelah perubahan

2. realisasi Rp 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

(Rp 27.451.763,42) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan neto Rp  50.196.757.659,00
setelah perubahan

2. realisasi Rp  50.224.209.422,42

Selisih lebih/(kurang) (Rp 27.451.763,42)
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Pasal &

Lapian Perababan Salde Anggaran Lebith sebagaimana dimaksudd
datam Pasal 2 haowd boper WD Desember Tabun 2020 sebagin
benkut

a saldo anggaran lebih awal Rp 570.224 919.210.42
b Silpa Lebib/ Kurang Pembiayann Rp 2 930 690743 .60

Angparan (SILPA/SIKPA)
¢ korekst kesalahan tahun lalu (Rp 709.788,00)

d. saldo anggaran lebih akhir Rp 2.930.690.743,60

Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ per 31

Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp 1.661.801.966.325,08

b, jumlah kewajiban Rp 33.208.439.512,33

c. jumlah ckuitas Rp 1.628.593.526.812,75
Pasal 7

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan (LO) Rp 750.738.739.695,81

b. jumlah beban (LO) Rp 744.813.485.734.39

c. surplus/defisit dari operasi Rp 5.925.253.961,42

d. surplus/defisit dari kegiatan non (Rp 714.662.003,69)
operasional

e. surplus/defisit sebelum pos luar Rp 0,00
biasa

f.  pos luar biasa Rp 0,00

g. surplus/defisit LO Rp  5.210.591.957,73

Pasal 8
Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :
a. saldo kas awal per 1 Januari Rp 46.267.135.663,02
2020
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp 95.639.017.241,18
¢. arus kas dari aktivitas investasi  (Rp 141.162.031.702,00)
aset non Keuangan
d. arus kas dari aktivitas Rp 0,00

pembiayaan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

¢, arus kas dari aktivitas non (Rp 105.625,00)

anggaran
. arus kas di bendahara dana Rp 1.572.502.735,40
kapitasi (JKN)
8. arus kas di bendahara dana Rp 614.066.806,00
BOS
h. arus kas lainnya Rp 0,00
i. saldo kas akhir per 31 Desember
2020 Rp 3.035.778.593,60
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. ekuitas awal Rp 1.612.533.277.785,84

b. surplus/defisit Rp 5.210.591.957,73

c.  koreksi nilai persediaan Rp 0,00

d.  koreksi Ekuitas lainnya Rp 10.849.657.069,18

e.  ekuitas akhir Rp 1.628.593.526.812,75
Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. Lampiranl : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran .1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran .2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan;
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b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. LampiranV

f.  Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i.  Lampiran IX
Bupati menetapkan

| Rt an | 4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran [.9

Lampiran [.10

Lampiran .11

Lampiran .12

Rekapitulasi  realiess itigEaran  helar

daerah untuk keselarasan dan keterpadd
urusan pemenniahan daerah dan  fur
dalam  kerangka pengelolaan  keuangan
negara,

Daftar jumlah pegawar per golongan g

jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnva;

Daftar belum

kegiatan-kegiatan  vang

diselesatkan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan Desa

Pasal 12

Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut

dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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